SUPATI JEPARA

PERATURAN BUPAT! JEPARA,
NOMOR 1! TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPAT! JEPARA NOMOR 31 TAHUN 2010
TENTANG POLA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

M engings

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

balwa guna mesadahi dnamwka perkembangan
penysenggarasn  Pelayanan Adminstresi Terpadu
Kecamstan (PATEN) , meka dipandang periu meningu
kembali Persturan Bupati Jepes Nomor 31 Tehun 2010
wotang Pola Pelsyenan Perizinen dan Non Perizinan Pada
Kecamatan dilingkungan Pemwtintah Kabupalen Jepera.
untuk ddakukan perubahan

. bahwa berdasarkan pertimbangan sasbagarmana dimaksud

hurf 8, periu mesetapkan Persturan Bupati Tentang
parubshan stas Keputusan Bupst Nomor 31 Tahun 2010
meteng Pols Pelaysnen Perizinan den Non Perionan Pada
Kin camptian di Linghkungan Pemerintah Kabupsien Jepars |

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerahdperah kabupsten di Lnglungan

Propine: Jawa Tengah,

. Undeng-Undang Nomar 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negerm Repubik indonsma Tahun 2004 Nomor 53
Tarrbahan Lembaran Negam Republik indonesia Nomot

4389)



e

3 Undeng-Unoang MNomor 32 Tahun 2004 entang
Pemanntahen Deecan  (LemDeran  Negara Republik
nconesa Tahun 2004 Nomor 125, Tembshan Lamberan
Negara Reoubiik indonesa Nomor 4437) sebageimana
ish dwbeh teraktyy dengan Undanglndang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubshan Kedua Alas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2008 Nomor §9, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4844)

4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pebangan Keuangan antara Pemenntah Pusat dan
Pemeri ntaladéah _ (Lembaran Negara Rapublik indonesia
Tahun 2004 Nomoe 1268, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik indon msié Nonor 4438}

5 Peraturan Pemedntah Nomor 78 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembingan dan Pengawasan Penyelenggarsan
Pemenntahan Oaersh (Lembaran Negara Repubbk
hdonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik indonesta Nomaor 4563);

8 Persturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tenmtang
Pembagan Urusan Pemerintahan antara FPemerintah
Pamerimtahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Dasas b
Kabupaten/Kota (Lembaran Negwa Repubik indoness
Tahun 2007 Nomor 82 Tambshan Lembaran Negam
Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Persturan Pemediptah Nomor 18 Tahun 2008 tentseg
kecamatan (Lembaran Negera Republk hdonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tembahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4826

8 Persturan Presiten Nomor 1 Tahun 2007 temtang
Pengesahan, Pengundangan dsn  Peanyebaruasan
Peraturan Perundang-undangan;

8. Persturan Menteri Dalam Neger Nomor 4 Tahun 2010
teviang Pedoma+ Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan

10. Peraturan Caerah Kabupalen Jepara Nomor 3 Tehun 2008
leatang Urusan Pemernintahan vang menadi Kewenangan
Pemanntah Daedah Kabupaten Jepara (Lembaran Damah




Kabup @aken Jepms Nomoy 31 Tambahan Lambamn
Dax mh Kabupaten jepasa Nonoe 2y,

11 Persturan Daersh Kabupaen Jepars Nomor 13 Tahun
2008 twentang Organisasi dan Tata Kena Pemerintah
Kecametan dan Kelwrahan d Kabupeten Jepara
{embaran Deersh Kabypaten Jeparm Nomor 13
Tembshan Lembaran Deersh Kabupaten Jepara Nomor
11);

12 Peraturan Bupat Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentsng
Pola Pelayanan Penzinan dan Nonh Penzinan Pada
Kecamatan di Lingkungan Pemeiintah Kabupaten Jepara
{ Berita Daerash Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor
352);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATUAN BUPATI JEPARA NOMOR M TAHUN 2010
TENTANG POLA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZNAN PADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

Pasal |
Ketentuan Pasal 2 ayat {1) Peratwan Bupsti Jepsra Nomot 31 Tahun 2010

tentang Pola Pelayanan Periznan dan Non Perizinan Pade Kacamatan di

Lingkungan Pamerintah Kabupaten Jepars { Berita Deersh Kabupaten Jepara
Tahun 2010 Nomor 352}, diubah ssbagai benkut

(1)Jenisjenis pelayanan penznan yang disalenggarskan pada kecamstan
mali_puti

1. 1zin Mendhikan Bangunan (MB) untuk Luas tanah terbangun sampai
dengan 100 M,

2. lzin Gangguan untuk usaha dengan indeks Gangguan Kecl dan Sedang
memuut perstunen perundengsan yang berlaku, kecusii Tower Pasar

3. Izn Usaha Salon Kecantkan .

4. zin Usaha Rumah Makan .

5 Izin Rekiame dengan kriteria :
s. Bibvard / papan dengan pemasangan datas toko/warung atau



] halaman/pekarangan ismpat usaha

- . Spandstayarfumbul-umbul

Poger/stiker fasiebaran |

Garmbarflukisan Mkiame yang dibvet d  dndingfembok

bangunanftempat usaha.

8 lzin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahsan (TDP)
dengan kiasifkasi Usaha Mikro dan Kecil menuni peratuan perundangarn
yang bertal.
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Pasal |l
Paraturan ™ mulsé berlaku pada tanggal dundangkan

mmmmmm,mimhknnmw
Perpturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berite Dasrah Kabupaten

Jepam.
CH tetapkan di Jepars
pads tanggsl 12 Suvin 200
BUPAT) JEP,
= e,
HENDRO MARTOJO
Diundangkan di Jepara

padetanggal = e 100

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

/ H
BERITA mEa.»LsZPATEH JEPARA TAHUN 2011 NOMOR .|



